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SALINAN

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

KOMISI PEMIUHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINCKUNCAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAIIUPATEN MUNA,

bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan

informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna
perlu dilakukan pengelola informasi dan dokumentasi,
informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan
secara berkala;

bahwa berdasarkan pertimbangan s6fagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi pemilihan

Umum Kabupaten Muna tentang Standar pelayanan publik di
L.rngkungan K-omisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor I Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor l,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

6905);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaian Negara Republik

Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang

Layanan Publik (L,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan
I)^-^.,,-^- rr^-^-:-+^t^ D^--^^-.: IT-l^-- tl-l^-^ \I^-^- Ir sla.LLll€trl l EruErrllLrlr, r E1156o,rr Lr v rr(lcurB-v rrtl€u16 rtvlllul I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan l,embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2O2O tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor I Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Iembaran Negara Republik Indomesia
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Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintalr Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2O22

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2Ol7 teriang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan kmbaran
Negai:a Republik Indonesia Nomor 6832);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Ke{a Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, teralhir dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahur: 2023

tentang Perubahan l(elima atas Peraturan I(omisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Ke{a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Thgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Keg'a

Sekretaris Jenderal I(omisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2O23 |.entang Perubahan

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14

Tahun 2020 tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata I(erja Sekretai'iat Jenderal l(omisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
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8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1l Tahun 2024

tentang Perubatran Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 22 Ta}:un 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
l, ^1. - -^.^- tlr^.^.rt.d.rJuPaLurr / I\Ur-cr.,

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor I Tahun 2025

tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 2OO);

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LI}JGKUNGAN KCIdISI PEL{ILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA.

Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Muna sebagaimana tercantum dalam

Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari keputusan ini.

Penetapan Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU terdiri dari:

1. Lampiran I Standar Pelayanan Pemutakhiran Da-ftar Pemilih

Berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna; dan

2. L^ampiran II Standar Pelayanan Permohonan Informasi Publik

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU merupakan acuan dalam pelayanan Publik di Lingkungan

I(omisi Pemilihan Umum I(abupaten Muna.

9

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

jdih.kpu.go.id/sultra/muna

jdih.kpu.go.id/sultra/muna


-5-

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha

pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

MUNA
b Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

c.

I
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA
I\TN I/lr\D ON 'TALIITf,I OTTl.lE

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KAE}UPATEN MUNA.

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATTAR PEMILIH BERKELANJUTAN DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN TAYANAN

1. Persyaratan a. Pengguna Layanan mengisiformulir tanSgapan dan masukan masyarakat
terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan yang berisi ldentitas pemohon yang

meliputi Nama, NlK, Nomor KK, dan Nomor telepon yang bisa dihubungi;
b. Syarat Pemilih :

. Genap berusia 17 Tahun atau lebih

. Sudah kawin atau pernah kawin
c- Jam Pelayanan:

. Senin s/d Kamis pukul 08.00 - 15.30

. Jum,at pukul 08.00 - 16.00
l,r,rh,n 06ad,rl'..6.a.rE ^^li^6 r, i.a

2. Sistem Mekanisme dan
Prosedur

I
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petuhonftng,ri Fcrftdd rr99.o.^ d.^
fur!,te6..',*.rr.rh.d.9da'r..

rl uuux retdydrdll

3 .,angka Waktu Pelayanan Tindak lanjut permohonan data pemilih ke pemohon maksimal 25 menit

Tidak dipungut biaya/tarif4. Biaya/faril

Produk pelayarran adalah peiayanan atas permohonan infoimasi yang diajukan
oleh masyarakat/ pemohon informasi terhadap informasi-informasi yang dikuasai

oleh Badan Publik KPU Kabupaten Muna, baik di bidang kepemiluan maupun di
bidang kelembagaan. dengan output berupa informasi dalam bentuk hard copy
dan soft copy.

Penan8anan Pengaduan,

saran dan
Masukan/Apresiasi

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan melalui su

tertulis yang dimasukkan pada kotak sar:rn yang ada pada baBian p€layana

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna den8an alamat, Jl. Pendidikan No

9 Raha atau secara online pada https://bit.lvlMunaDP82025; dan

6.
a.
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PENGELOI.AAN PETAYANAN

3

2

1. Dasar Hukum

Sarana dan Prasarana

Kompetensi Pelayanan

Jumlah Pelaksana

b. Penanganan pengaduan selama rentang waktu proses pemutakhiran

pada saat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sampai dengan reka

PDPB.

1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentan8 Pemilihan
Umum Meniadi Undang-Undang;

2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum kbupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Per'aturan Korrlisi Pemiliharr Unlurri Nonioa 4 Tahrro 2021 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (gerita Negara Republik lndonesia

Tahun 2021 Nomor 786);

3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat lendral Komisi

Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

4 Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Pemutakhiran Data B€rkelaniutan.

1 Formuiir Tanggapan dan Masukan;
2 oata Turunan dari Kemendagri Kepada KPU Rl tentang Daftar Pemilih berupa

Alat Kerja Pemutakhiran;
3 [aptop/Komputec
4 Printer;
5 Scannet
6 Handpone;
7 laringan lnternet;
8 Meja dan (ursi;
9 Aplikasisidalih.kpu.go.id;
10 Aplikasi cekdptonline.kpu.go.id; dan

11 Aplikasi laporpemilih.
1 Pegawaiyang memiliki pen8etahuan di Bidang Pelayanan Pemutakiran Data

Pemilih Berkelanjutan;
2 Pegawaiyang memiliki Pengetahuan tentan8 kepemiluan dan peraturan

perUndang - Undangan;

3 Pegawaiyang memiliki keterampilan m€ngelola data dan informasi; dan

4 Pegawai yang memiliki keteramoilan dalam oelayanan publik dengan

kom ensi excellen service de n kom nsi excellent service.

2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Muna perhariyang mempunyai kompetens
.ri hi'|.-- ^a6,,+.Lhi6^.1.r-! ^p6ilihv, e.ue!,5 Pr|,v!e\,

3

a. lnspektorat Utama KPU RI;dan
b. Satuan Tugas Pengendalian Sistem lntern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muna.

4 Pengawas lnternal

5
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6 Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan melalui surat tertul
yeng dimasukkan pada kotak sar:tn yang ada pada bagian pelayanan Komis
Pemilihan Umum Kabupaten lvluna dengan alamat, jl. Pendidikan No. 9 Raha

secara online da

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

I A r\rrE' Ir/flTHAI\iiAn Aal1AD AnI IAVA

Jaminan Pelayanan

EKRETARIAT KOMISI PEMILIFIAN UMUM
PATEN MUNA

b Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan H 'kum,

a. lnformasiyang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat
dipertanggungjawabkau

b. Keamanan data pribadi, NIK E-KTP dan NKK); dan
c. Dalam hal masyarakat yang mengakses pelayanan secara offline, teBedia ialur

evakuasi, titik kumpul, dan alat pemadam api ringan (APAR).

7 Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

EvaluasiKinerja
Pelaksana

Evaluasi perrerapar-r starrdar peiayarran ini dilakukan setiap bulan. Selanjutny
dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kin€ria pelayanan.

*

i.)

(ru

sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAE}UPATEN MUNA
f,It.\ TT,'\D .)I 'TALIItf,T rtrl.tE

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MUNA.

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINCKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN MUNA

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN TAYANAN

1 Persya rata n d. Perseo.angan: memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor).

Badan Publik : memilikiakta notaris dan dokumen p€ngesahan Badan Publik.
e. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia- baik secara daring maupun

luring, dengan dibantu oleh petugas.

2 Sistem

Mekanisme dan
Prosedur
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T oak

End

lnformasi dalam bentuk hordcopy dan softcopy5

6

Produk

Pelayanan

Penanganan

Pengaduan,

Saran dan

Masukan/Apresi
asi

Stari

a. lnformasi tenta ng Pemilu da n Pem iliha n diberika n dala m 3 hari kerja, dapat
diperpanjang 2 hari keria dengan alasan.

b. lnformasi lain diberikan dalam 10hari kerja, dapat diperpanlang 7 hari kerja dengan

alasan.

c. Perpanjangandilakukansecara tenulisdisertaialasan.

Jangka Waktu
Pelayanan

4 Biayaf'arif Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya. Namun, apabila terdapat kebutuhan
pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hordcopy, maka dikenakan biaya
penggandaan dan pengiriman yang dibebankan kepada pemohon

Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhada p layanan dapat disampaikan melalui:

Secara tertulis denSan mengisiformulir pengaduan/saran dan memasukkannya ke dalam

Kotak Pengaduan Kantor KPU Muna.

PENGETOI.AAN PETAYANAN

1. Dasar Hukum 1 Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

lnformasi Publik (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

NeBara Nomor 4846);

I
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6
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2 5arana dan
Prasarana

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Rl Tahun 2009 Nomor 112);

3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2U)g tentang Layanan Pubhk (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5038);

4 Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan
Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Pemilu dan Pemilihan;

5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
(abupaten/Kota (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor 320)

seba8aimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
(omisi Pemiiihan Umum Provinsi, dan i(omisi Pemilihan Umum (abupaten/Kota
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2O21 Nomor 785);

6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,

Susunan Organisasi, dan Tata Keria Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota:

7 Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021 t€ntang Standar Layanan lnformasi
Publik;

8 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan lnformasi
Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

9 Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPu/fahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola

lnformasi dan Dokumentasidi Lingkungan KPU.

10 (eputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPu/fahun 2015 tentang sOP Pengelolaan dan
Pelayanan lnformasi Publik di Lingkungan KPU.

ll Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPu/fahun 2015 tentang Bentuk dan Format
Formulir Pengelolaan lnformasi Publik di Lingkungan KPU.

E^.m,rli. Oal,w.^.6.

oaftar informasi publik;
Laptop/Komputer;
Printer;
Scann€r;
Handpone;
Jdr'r'E|d,,,,,.E,r'Er

dan Kursi

1 Pegawai yang memiliki pengetahuan di Bidang Pelayanan Permohonan informasi
publik;

2 Pegawai yang memiliki Pengetahuan tentang kepemiluan dan peratuftrn p€rundang -
Undangan;

3 Pegawaiyang memiiiki keterampilan men8eiola data dan informasi;
4 Pegawaiyang memiliki keterampilan dalam p€layanan publik dengan kompetensi

excellen service dengan kompetensi excellent seryice.

Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola lnformasidan Dokumentasi KPU Muna

(ompetensi

Pelayanan

4 Pengawas
lnteanal

Jumlah

Pelaksana

2 (dua) orang pegawai KPU Kabupaten Muna perhariyang mempunyai kompetensi di
bidang Pelayanan informasi publik

I

3.

5.
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Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIFIAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

MUNA
U

b Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

6. Jaminan
Pelayanan

a. Maklumat Pelayanan lnformasi
b. Pengaduan, $ran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan melalui surat tertulis yang

dimasukkan pada kotak saran yang ada pada bagian p€layanan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muna dengan alamat, Jl. Pendidikan No.9 Raha

7 Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

d. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapiCCTV, alat
pemadam kebakaran, jalur evakuasi, kotak P3K, serta prosedur pengamanan.

e. Jaminan terhadap perlindungan informasiyang termasuk kategori dikecua likan.

Evaluasi Kineria
Pelaksana

Dilakukan secara berkala dan terdokumentasi.
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